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PREZIDEN
REPUSLIK INOONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

" No. 238 TAMUN 1952,
TENTANG

FPEMBERHENTIAN DAW FENGANGEATAN HAKTH-HARIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-

PENGADILAN TENTARA IT MALANG, DANDJARMASIN, MAKASSAR, TENPASSAR DAN

Menimbang

 Hengingat

DJAKARTA,

KANI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

[

banwa berhubung dengan kepindahan beberaps perwirs untuk
mend jadi Perwirs Siswa pada "Sekoleh Hultum Militer" di
Djekerts, maka perlu memperhentikan perwirs-verwirs terce-
but sebsgai Hekim-perwira pada Pengadilsn Tentara pada
tempat~tedudukan lama dan mengangkat mereks sebagel Haxim-
perwira pads Pengedilan Tentara 4i Djakarts;

a. pasal 9 ejat (5) Undsng-undang No. 5 tabun 1950 {Lemba-
ran Megara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan. Keli
asaarn Pengadilan/Kedjekszan. delam lingkungan peredilen:
ketentarasn"; - . : :

b. Eeputusan Presiden Republik Indonesis Serikat No. 168
tehur. 1350 (Berita Negars No.40 tahun 1550}, Keputusen-
keputusan Presiden Republilk Indonesias N¢.ld3 s tabun 1951

Berita NHegara No.69 takun 1951;, No. 14% & ftabun 31501
Berita Negars No.59 tehun 1951) dan No.48 tahun 1352
. \Berita Negara No,27 tahun 1952); .

MEMUTUSKAN:

; Menetaﬁk&n -F

L. DNemperhentikan dengan hormat sebagal Hakim-perwira pede :

a, Pengadilan Tentara di Malang :

KAPTEN SUNARJO,

b. Pengadilen Tentara ai Bandjarmasin:

KAPTEN _SANTOSQ,

¢. Pengadilan Tentara di Mekassar :

L._KAPTEN EMPEI JOHAN KANTER
2. KAPTEN WILLIAM HERMAN EORCMPIS.

d. Pengadilan Téﬁtéra Eirﬁeﬁpassar:

_EAPTEN HILALUDDIN ABEAS.
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PRESIDEN
REPLUBLIK INKDONES|A
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Mengangkat sebagai Haklm—perw1ra pada Pengadllar Tentara di
Djakerta 1 :

I+ KAPTEN SUNARJO

2, KAPTEN SANTOSC

3 KAPTEN EMPEI JOHAN WANTER

4, ¥APTEN WILLTAM HEREMAN KOROMPIS

D KAPTEN HITATUDDIN ABRAS,

masing-masing Perwire-3iswa pada- “Sekﬁlah Folkun Mlllter“ di
Djakarta, :

IiI., Heputuszan ini mulai berlalou pada hard ditetapkan.

Ditetapkan &1 Djakarts
pada.tanggal 6 Oktober 1952,
{/ PRESIDEN REPUBLIK Irmcrrmsm,

MENTERI PERTAHANAN,
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HAMENGKUBUWONO.
MENTERT KEHAKIMAH.?7

OEIMAN WIRTADINATA,



